' BUPATI BULELENG
~ PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
| NOMOR';;O' TAHUN 2022
| - TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

bahwa untu.k melaksanakan Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan
ayat (2), Pasal 14 ayat (4), Pasal 19 ayat (3), Pasal 23 ayat (3)
dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu
menetapkén Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

: 1. Pasal 18 éyat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

Tenggara Timur. (Lembaran Negara  Republik Indonesia

|  Tghun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang_-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Repubhk ][ndone&a Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) scbagmmana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Re‘prublik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Unda.ng Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntaha.n Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kalx, terakhir dengan Undang-Undang Nomor "1
Tahun 2;0'2:_2‘?- tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara R;epub:ft;iklndonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah @embaran ‘Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757); ' '

. Peraturan Pemermtah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Unum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
5950);

. Peraturan Pemenntah Nomor 10 Tahun 2021 tentang PaJak
Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung
Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6622); -

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negéra
Republik Indomesma Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaJmana
diubah denga:rl Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157); |

. Peraturan Da.erah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah
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Menetapkan :

Kabupaten - Buleleng Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturar”va?'Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3.

4. Petugas Pajak adalah Pejabat/Pegawai yang diberi tugas

Daerah a.dalah Kabupaten Buleleng.
Bupati adalaﬁ'_ _Bupati Buleleng.

untuk melaksanakan tugas perpajakan.

Badan adalal; sekumpulan orang dan/ atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perééro-an komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, A
firma, kongsl, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, ‘yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau..org’énisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak inventasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Badan Pengiel;glaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang
selanjutnya élsmgkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.
Kepala Badan ‘Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKPD adalah
Kepala BPKPD 'Kabupaten Buleleng.

. Pajak Mmeral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya

disebut Pajak adalah Pajak atas kegiatan pengambilan
mineral buka.n logam dan batuan baik dari sumber alam
didalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Mineral Bukan Lo-garﬁ dan Batuan adalah Mineral Bukan
Logam Dan Eaman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Perundang—undangan dibidang mineral dan batubara.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghnnpunan, data -objek dan subjek Pajak penentuan
besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan
Pajak kepad,é,fWajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
Wajib Pajak‘ adalah orang pribadi atau Badan meliputi
pembayaran Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak,
yang mempunyal hak dan kewajiban perpajakan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai
Perpajakan Da;erah

Surat Tag:han Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD adalah" surat untuk melakukan tagihan Pajak
dan/atau sa_n_ks1 administratif berupa bunga dan/atau
denda. .

Surat -Pembéﬁtahuan Pajak Daerah yang selanjutﬁya
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan . untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayara.nﬁ Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak,
dan/atau ha;fta dan kewajiban sesuai ketentuan Peraturan
Perundang—ﬁ@dangan Perpajakan Daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan
besarnya Ju:mla.h .p'okok Pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya dismgkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak
yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah
kredit Pajak, gumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak,
besarnya satriksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih
harus dibayér.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang sela:a_]utnya di singkat SKPDKBT adalah surat
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18.

19.

20.

21.

ketetapan Pagak yang menentukan tambahan atas jumlah
Pajak yang telah ditetapkan.

Surat Keteté;pan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena
jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang
terutang ate:u seharusnya tidak terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan Jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan
jumlah kredxt PaJak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit Pajak .

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan da.larn penerapan ketentuan tertentu dalam
Peraturan Pemndang—undangan Perpajakan Daerah yang
terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat
Keputusan Keberatan

Nomor Pokok WaJ1b Pajak Daerah yang selanjutnya dlslngkat
NPWPD a.dalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang
diperguna]mn, _,:,sebagal tanda pengenal diri atau identitas
Wajib Pajak “dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakan "Bérdasarkan Peraturan Perundang-undangan

mengenai Perpajakan Daerah.

BAB II
" RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang ngk:up Peraturan Bupati ini yaitu:

a. tata cara bendaftaran dan pendataan;

b. bentuk, 181, tata cara pengisian, penerbitan, dan
penyampaién SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN;

c. tata cara pembayaran, penyetoran, tempat
pembayaiké;h, angsuran dan penundaan pembayaran;



(3)

d. pémbetulah',. pengurangan atau pembatalan ketetapan

yang tidak benar dan pengurangan atau penghapusan

sanksi administratif;

e. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran;

o ~ BABII
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 3

Setiap orany /Badan hukum yang menyelenggarakan
usaha Pengaiﬁbilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
harus mend.aftarkan diri ke BPKPD.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

‘p.»ada Bupati melalui Kepala BPKPD sesuai
format formuhr pendaftaran sebagaimana tercantum
dalam Lamplran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pendaftaran. - sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilampiri denga:n '

a. fotokoibi‘ Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga
Negara fhdonevsia dan fotoképi paspor bagi Warga
Negaral{f‘Asing; |

b. fotokoﬁfit/\kta Pendirian Usaha;

c. surat um usaha; dan

d. sumt']%iasa dan fotokopi identitas Penerima Kuasa
dalam }hal orang/Badan tidak mengurus secara
langsung pendapatan sebagai Wajib Pajak.

Apabila peﬁgisian formulir pendaftaran sudah diisi dengan
benar dan lengkap, Kepala BPKPD menetapkan NPWPD
atas nama Bupati sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Kepala BPKPD befkéwajiban mencatat data Wajib Pajak ke |
dalam Buku Register Pendaftaran.

Dalam hal_‘Wa‘jib Pajak telah memenuhi persyaratan dan
belum mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) maka Kepala BPKPD dapat menerbitkan NPWPD
secara Jabatan ‘7



Pasal 4

(1) Dalam hal orang pribadi atau Badan tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka
orang pribddi atau Badan ditetapkan secara jabatan oleh
Kepala BPKPD menjadi Wajib Pajak, sesuai dengan data
dan ketera;ﬁgan yang dimiliki BPKPD.

2) Penetapan "sebagai Wajib Pajak secara jabatan
sebagalmaﬂa dimaksud pada ayat (1) dilakukan denga.n
menerb1tkan NPWPD.

(3) Kewajlban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan
NPWPDnya gecara jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) iJnuleu sejak saat Wajib Pajak memenuhi
persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan
Peraturan ""ZPerundang—undangan mengenai perpajakan
Daerah. %

(4) Terhadap kewajlban perpajakan Wajib Pajak sebagaumana
dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menerbltkan
SKPDKB beserta sanksi administratif sesuai ketentuan

Peraturan Pgrundang-undangan

Pasal 5
(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang
ditetapkan = : karena jabatannya, Kepala BPKPD dapat
melakukan #enghapusan NPWPD sepanjang Wajib Pajak
tidak memlbkl tunggakan Pajak.
(2) Penghapusan NPVVPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam hal :
a. Wajib Pagak menghentikan seluruh usahanya;
b. Wajib F’ajak dilikuidasi karena penghentian atau
penggaﬁﬁngan usahanya; atau
c. berdasafkan hasil penelitian dan pemeriksaan oleh
Kepala'i ‘BPKPD menunjukkan Wajib Pajak secara
Subjektlf maupun objektif sudah tidak memenuhi
ketentlmzn Peraturan Perundang-undangan sebagai
Wajib PﬁJak
(3) Dalam hal Wa_]1b Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) masih mem1hk1 tunggakan Pajak, maka Wajib PaJak
harus melunas1 tunggakan Pajak tersebut. 'I



(4)

Permohonan : penghapusan NPWPD diajukan secara
tertulis kepada Kepala BPKPD disertai alasan penghentian
usaha, dengan melampirkan data identitas Wajib Pajak,
bukti tidak’ memiliki tunggakan Pajak, dan surat
keterangan dam Perbekel/Lurah bahwa Wajib Pajak sudah
tidak beropc:zfam lagi.

Atas permohman Wajib Pajak, Kepala BPKPD melakukan
penelitian @dmmlstram atau penelitian lapangan yang
dituangkan}ﬁalam Berita Acara Penelitian.

Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) menunjukkan Wajib Pajak memenuhi
persyaratan maka BPKPD menerbitkan Surat Keputusan
penghapusan NPWPD yang ditandatangani oleh Kepala
BPKPD pa.hng lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan

diterima.

Pasal 6

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
mempakaiiﬂgikegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam
dan Batuan, yang meliputi:

a. asbe‘s‘;

b. batu 1:11115

batu setengah permata;

batu kapur;

batu apung;

batu permata;

bentonoit;

dolomit;

feldspar;

garam batu (halite);

grafit; ,

granit/ éﬁdesit;
.gips; %

kalsit; 3

kaolin;

leusit; - -

D@9 oA

g e

magnesit;
mika; "

8099 B g



N 2 oK g .2 8 &9

aa.
bb.

CcC.

dd.

€e.

ii
Al
kk.

marmer;
nitrat;
opsidien;

oker;

. pasir dan krlkll

pasir kua:rsa

perlit;

phospat; '  ‘ |

talk;

tanah Sefap (fullers earth);
tanah dla:tome,

tanah Liat;

tawas (alumy);

tras;

. yarosif; .

. zeolit; &

basal / batu tabas;
Miner‘al"v':Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai

ketentuan Peraturan Perundang undangan.

2) D1kecuahkan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan seba.ga.lmana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a. kegiatsgn pengambilan Mineral Bukan Logam dan

Batuan yang nyata tidak dimanfaatkan secara
komeré;iél,'seperti kegiatan pengambilan tanah untuk
kepertian rumah tangga, pemasangan tiang
listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon,
penanaman pipa air/gas; atau

keg1atan pengambilan Mineral Bukan Logam dan
Batuén:_' yang merupakan ikutan dari kegiatan
pertan'ibangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan

secara komersial.

(3) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu
orang pnbar.h atau Badan yang dapat mengambil Mineral
Bukan Logam dan Batuan.

(4) Wajib Pa_]ak Mmeral Bukan Logam dan Batuan yaitu orang

pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam

7.



Pasal 7

(1) Dasar pengenaan Pajak yaitu nilai jual hasil pengambilan
Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
dengan mengahkan Volume/Tonase hasil pengambilan
dengan nilai - pasar atau harga standar masing-masing
jenis Mmera.'%ukm Logam dan Batuan. ‘

(3) Nilai Pasar v"s"ebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu
harga rata-rata, ya_ng berlaku dilokasi setempat di wilayah
yang bersangkutan '

(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan
Logam dan: Batuan sebagaimana d1maksud pada ayat (3)
sulit dlperoleh digunakan harga standar yang oleh
instansi ya.ng berwenang dalam bidang pertambangan
Mineral Bukan Logam dan Batuan.

4

e Pasal 8
Tarif Pajak ditetaﬁkén sebesar 15% (lima belas persen).

3 Pasal 9
Pajak terutang dﬂ:umng dengan cara mengalikan tarif Pajak
sebagaimana chmaksud dalam Pasal 8, dengan dasar
pengenaan Pa_]ak sebagalma_na dimaksud dalam Pasal 7.

' 'BAB IV
BENTUK, ISI, L{JEATA CARA PENGISIAN, PENERBITAN DAN
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH,
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR, SURAT
KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN, DAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

Pasal 10
(1) Kepala BPKPD atas nama Bupati menerbitkan SPTPD.
(2) Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar
dan melaporkan sendiri Pajak yang terutang dengan
menggunakan SPTPD.



3)

(1)

(2)

(3)

(4)

SPTPD sebagalmana dimaksud pada ayat (1) harus diisi
dengan }elas benar, lengkap, dan ditandatangani oleh
Wajib Pajak atau kuasanya.

SPTPD sebagajmana dimaksud pada ayat (1) harus
disampajkan ‘kepada Bupati melalui Kepala BPKPD
selambat~1ambatnya 15 (lima belas) hari setelah
berakhlrnya masa Pajak.

atds’ waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari

libur, hata.s Wakm penyampalan SPTPD jatuh pada hari
kerja benku‘tnya

Bentuk, 1s1 dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana
dlmaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III

yang merugi. bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 11
Dalam Jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak -
terutangnya PaJak Kepala BPKPD dapat menerb1tkan
SKPDKB SK?DKBT dan SKPDN.

yaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan

dalam hal :

a. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lam,
Pajak ya:ng ‘terhutang tidak atau kurang dibayar;

b. SPTPD- sebagalmana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1)
tidak dlsampalkan kepada Kepala BPKPD atau Pejabat
dalam Jangka. waktu tertentu dan setelah ditegur secara
tertulis tl.dak disampaikan pada waktunya sebagaimana
ditentukan dalam surat teguran atau

c. kewapban meng131 dan menyampalkan SPTPD tidak

Jumlah Pa;ak yang tercantum dalam SKPDKB yang
diterbitkan da.lam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dihitung secara jabatan melalui pemeriksaan Pajak.
SKPDKBT &ebaga.lmana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan
dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula
belum terupgkap dan menyebabkan penambahan Pajak
yang terhutang,



()

(1)

(5)

SKPDN sebagalmana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan

dengan Jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan
tidak ada kredlt Pajak ‘
Format SKPDKB SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan baglan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini. L :
Pasal 12

Jumlah kekurangan Pajak yang terhutang dalam SKPDKB
sebagajmana ‘dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a
dan huruf b,a dlkenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2%. 4dua persen) sebelum dihitung dari Pajak yang
kurang atau :,jm'lambat bayar, untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua ;_puluh empat) bulan sejak saat terutangnya
Pajak. %
Jumlah kekqirangan Pajak yang terhutang dalam SKPDKBT
'sebaga:lman%, dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dikenakan
sanksi admlmstrauf berupa kenaikan sebesar 100%
(seratus perSJen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.

Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), terhadap Wajib Pajak yang melaporkan
sendiri sebehlm dilakukan tindakan pemeriksaan.

Jumlah Pajéfk yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dikenakan
sanksi adm:mstratlf berupa kenaikan sebesar 25% (dua
puluh lima’ persen) dari pokok Pajak ditambahkan sanksi
adnnmstratli: “berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dihxtung dari Pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untyk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan sejak saat terhutangnya Pajak.

SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) harus dilunasi dalam jangka waktu pahng
lama 1 (satu} ‘bulan sejak tanggal diterbitkan. e



e Pasal 13
Bupati dapat melimpahkan kepada Kepala BPKPD untuk
menandatangani, STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN,
SPPT dan s’ura‘f“keputusan pembetulan.

4 '~ Pasall4

(1) Bupati atau ':Kepala BPKPD dapat menerbitkan STPD,
dalam hal: ‘
a. Pajakj_"dalam tahun berjalan tidak atau kurang

dibayai;

b. dari hasﬂ penelitian SPTPD terdapat kekurangan
pembaya'ran sebagai akibat salah tulis dan /atau
salah hlhlng, dan/atau

C. Wa_}ﬂ‘) Pajak dikenakan sanksi administratif berupa
bunga dan /atau denda.

(2) Jumlah kekurangan Pajak yang terhutang dalam STPD
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
ditambah rx:iengan sanksi administratif berupa bunga
sebesar Z%v {dua persen) setiap bulan dihitung dari Pajak -
yang kurang atau terlambat dibayar untuk paling lama 15
(lima Belaéj:bulan sejak saat terutangnya Pajak.

; Pasal 15

(1) SKPDKB, SKPDKBT SKPDN atau STPD disampaikan
kepada Wajlb Pajak dibuktikan dengan tanda terima.

2) Penyampalan STPD dapat disampaikan kepada Wajib
Pajak melali:d Unit Pelayanan Teknis Daerah Pendapatan
Asli Daeralt, |

(3) Dalam hal: STPD disampaikan oleh Unit Pelayanan Teknis
Daerah Pendapata.n Asli Daerah kepada Wajib Pajak dan
tanda temmgt disampaikan ke Bidang Pendataan dan
Pelayanan BPKPD untuk diregistrasi/dicatat.



o BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT

PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 16 ,
Pajak teruiang harus dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.
Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah dan/atau

Bendahara Penerimaan.

Pasal 17

Apabila pembayaran pajak dilakukan di Bendahara

Penerimaan, ha,sil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas .
Daerah pahng lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(2)

(3)

(4)

(5)

L Pasal 18
Pajak terutang dapat diangsur dan/atau tertunda dalam
hal perusahaanmengalaml kerugian. :
Angsurandan/ atau penundaan sebagaimana dimaksud
pada ayai;f‘-(L) dilakukan dengan mengajukan permohonan
secara tettﬂlis dengan Bahasa Indonesia kepada Buﬁati
melalui Kepala BPKPD dengan melampirkan:
a. fotokopl Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya;
b. NPWPD' dan
c. lapormukeuangan perusahaan.
Surat permohonan ‘sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diteliti uni:uk dijadikan bahan dalam persetujuan
perjanjian * angsuran dan/atau surat persetujuan
penundaaii pembayaran oleh Kepala BPKPD.
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Képala BPKPD dapat menyetujui atau menolak
permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran
Pajak dengan d:ttambahkan denda sebesar 2% (dua persen)
setiap bulan
Dalam hal perrnohonan angsuran sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) jangka waktu mengangsur maksimal 24 (dua
puluh empat) kali angsuran.



o Pasal 19
(1) Wajib Paga,k yang telah membayar lunas Pajaknya
diberikan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.
(2) Bentuk dam isi SSPD sebagai tanda bukti pembayaran
Pajak sebagalmana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.-

L BAB VI
PEMBETUIxAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN YANG TIDAK BENAR DAN PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

(1) Wajib Pa;ﬁik dapat mengajukan permohonan kepada
Bupati melalm Kepala BPKPD untuk mendapatkan
penguremgan atau penghapusan sanksi administratif.

(2) Pengurangan _atau penghapusan sanksi adnun1strat1f
sebagalmaﬁa dimaksud pada ayat (1), dalam hal sanksi
tersebut d:.tl;enakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau -
bukan karena kesalahannya.

(3) Permohonaiﬁ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuﬁi persyaratan sebagai berikut :

a. 1 (sa ) permohonan untuk SKPDKB, SKPDKBT, atau
STPD S?’ang dimohonkan;

b. permoﬁonan harus diajukan secara tertuhs dalam
Bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang
menduklmg permohonannya;

c. Wajib Pajak telah melunasi Pajak yang terutang; dan

d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak,
dan dala.m hal surat permohonan ditandatangani oleh
bukan Wa_]lb Pajak, surat permohonan tersebut harus
dllampm dengan surat kuasa khusus. o

4) Permohonan yang tidak memenuhi persyarafan

sebaga_]mana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat
rt:mba;s}gkan



(1)

(2)

(3)

(2)

: Pasal 21

Wajib Pajak dapat mengajukan permohona.n kepada .

Bupati melalul Kepala BPKPD untuk mendapatkan

penguranm atau pembatalan ketetapan Pajak. q

Penguranga.n atau pembatalan ketetapan  Pajak

sebagmma.na dimaksud pada ayat (1), dalam hal:

a. mengunangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT
atau STPD SKPDN atau SKPDLB yang udak benar;

b. mengurangkan atau membatalkan STPD;

C. membattalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pa_]ak
yang dﬂaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai
dengaif?'t;ata cara yang ditentukan; dan

d. mengurangkan ketetapan Pajak terutang berdasarkan
pertlmbangan kemampuan membayar Wajib Pajak
atau l;gpdl& tertentu objek Pajak.

Permohonéﬁ.sebagajmana dimaksud pada ayat (1) harus

memenul'i;‘ii persyaratan sebagai berikut:

a. 1 (sa.tu) permohonan untuk pengurangan atau
pembéialan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

b. dlajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;

C. mencanmmkan jumlah Pajak yang seharusnya
teruta:c}g menurut penghitungan Wajib Pajak disertai
denga{ii‘jéil'asan yang mendukung permohonannya; dan

d. dalamhal surat permohonan ditandatangani oleh
bukan{Va;ub Pajak, surat permohonan harus dilampiri
dengaﬁ"s.urat kuasa khusus.

Permohonén ., yang tidak memenuhi  persyaratan .

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat

dlpertxmbangkan
 _:__ Pasal 22

Kepala BPKPD atas nama Bupati harus memberi

keputusan: atas permohonan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6

(enam) blilan sejak tanggal diterimanya permohonan.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah lewat dan Kepala BPKPD atas nama Bupati

q



(1)

(1)

&)

(5)

tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang
diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

- . Pasal 23

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya
atau menolak permohonan Wajib Pajak.

Wajib Pa;ak dapat meminta secara tertulis kepada Bupati
melalui Kepala BPKPD mengenai alasan yang menjadi
dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian
permohongp ~Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1). &,
Kepala BPKPD atas nama Bupati membenkan keterangan
secara tertiilis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

.. BABVI
¥ TATA CARA PENGEMBALIAN
s KELEBIHAN PEMBAYARAN

~ Pasal 24
Wajib Pa;;ak dapat mengajukan permohonan kepada
Bupati melalm ‘Kepala BPKPD untuk pengembahan
kelebihan’ Pe.mbayara.n Pajak.
Kepala BPKPD atas nama Bupati harus memberi
keputusafn atas permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ﬂalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan seja}c tanggal diterimanya permohonan.
Apabila daiam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah lewat dan Kepala BPKPD atas nama Bupati
tidak memberl keputusan, permohonan yang diajukan
oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya,
kelebihani _pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang Pajak dimaksud.
Pengambilan kelebihan pembayaran Pajak dllakuka_n
dalam Waktu paling lama 2 (dua) bulan seJak

]



diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Bentuk dan isi SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan ‘bagian
tidak tmﬁW&n dari Peraturan Bupati ini.

. Pasal 25
Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan
hutang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (4) dan ayat (5),,‘ pembayaran dilakukan dengan cara
pemindahbukqézt;‘ “dan bukti pemindahbukuan juga berlaku
sebagai bukti pembayaran

= BAB X
" KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Pada saat Peraf{;rén Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan
Pajak Mineral?y_}Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah
Kabupaten Bﬁi%_leng Tahun 2017 Nomor 11) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku. |



Pasal 27
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 10 Mei 2022
BUPATI BULELENG,

ttd
PUTU AGUS SURADNYANA
Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 10 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd
GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 30.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Made Bayu Waringin,SH
Nip. 19810716 2000803 1.001
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 30 TAHUN 2022
'TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN

" BATUAN
Nomor formulir
FORMULIR PENDAFT ARAN ’WAJ]B PAJAK DAERAH
BADAN/ PEDﬂL]K USAHA
% Kepada Yth. :
: Bupati Buleleng
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pem‘l&patan Daerah Cq. Kepala Badan Pengelolaan
Kabupaten Buleleng o Keuangan dan Pendapatan Daerah
J1. Ngurah Rai no. 2/ (0362) 3301977 Smgara_:,a : Kabupaten Buleleng
s Di-
Tempat
DATA WAJIB PAJAK DAERAH
KETERANGAN MENGENAI USAHA
1. Nama usaha
2. Alamat usaha
3. Telepon usaha
4. Nama pemilik/pengelola
5. Alamat pemilik/pengelola
6. Telepon pemilik -
7. Warga Negara v 2 ] WN L1  WNA
8. Tanda bukti diri o - KIP ] PASPORT
9. Surat izin yang dimiliki (Photo copy surat izin harap dilampirkan)
- Surat izin tempat usaha _ SN0 sk e T PN S v F R
«  Suratizin.......ce.ceosiss it eal NO oovses Y N T T
- Operasimulai "~ o, 1.iiiiieeeiceesiersessereedereeerncsieereniuseenennnrreeereees
e Denah lokasi | | i feuieeseesesecssessssesseacooaceatauiontosstioaassenraenaaesaes
10. Bidang usaha
10.1 Hotel
10.2 Restaurant
10.3 Hiburan
10.4 Air tanah .
10.5 Mineral Bukan Logam dan Batuan
10.6 Lainnya tidak teljmgsuk bidang usaha tersebut diatas yaitu :

Wajib pajak

" Nama jelas

BUPATI BULELENG,

ttd
PUTU AGUS SURADNYANA



. NPWPD

Alamat .

Nama Usaha.

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN

Belakang

BUPATI BULELENG,

ttd
PUTU AGUS SURADNYANA



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BULELENG
" NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG No. SPTPD

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN .
| " DAERAH Masa Pajak
J1; Ngurah Rai No, 2Tlp. /Fax (0362) 3301997 Singaraja Tahun Pajak

SPTPD

(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK : DMNERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Kepada :
Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
B dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng
di-
S Singaraja
PERHATIAN ‘
1. Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga). dltuhs cbngan huruf cetak / diketik dilampirkan data pendukung transaksi, dari
tanggal dan bulan sesuai dengan Masa Pajak. |
2. Agar diisi dengan data yang jelas, bepar dan lengkap, ditandatangani selanjutnya disampaikan kembali kepada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah
berakhirnya Masa Pajak.

3. Apabila pengisian dan penyampaian udak d1pelmh1 maka penetapan Pajak dihitung secara jabatan dan dikenakan
sanksi administratif berdasarkan peratura.n perundang-undangan Pajak Daerah.

NPWPD

JENIS USAHA

NAMA PEMILIK/PENGELOLA ; :
ALAMAT USAHA o PEMILIX :
TELEPON USAHA P . PEMILIK :
'PELAKSANAANPEMBUKUAN  : [ | ‘MANUAL [] xoMPUTER

Penjualan sehubungan dengan usaha
Volume '

Penjualan diluar usaha

Dasar Pengenaan Pajak (A+B)

Pajak Torutang (Tarif Pajak ... ..%xC) _: Rp.

Pajak yang harus dibayar : Rp.

Pajak yang telah dibayar :: Rp.

= [oligliclisliel g i

Pajak yang kurang / lebih bayar .- 1 Rp.

PEMILIK / PENGELOLA

Diisi oleh Petugas Penemna ; Diisi oleh Petugas Penghitung
DITERIMA TANGGAL i
NAMA PETUGAS
TANDA TANGAN : L
MENGETAHUL: 7
An. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KASUBID
PENDAPATAN DAERAH KABUPA’IW BULELENG
RPN T4 Muﬂé&i w’ * u:rn .fhe-m
W gy |

m ook bAasder
SRS

BUPATI BULELENG,

ttd
PUTU AGUS SURADNYANA



" LAMPIRANIV
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 30  TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
o MINERAL BUKAN LOGAM DAN
i BATUAN

a. Contoh Surat Ketetapan Pagak Daerah Kurang Bayar

e SKPDKB No. Urut
PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG -t (SURA‘I' KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN ) BAYAR) ‘ l l l I IJ
DAERAH ol Masa pajak
KABUPATEN BULELENG C7 2| rahun
J1. Ngurah Rai no. 2/ (0352) 3301977 Singaraja S
Nama : . N .
Alamat : Lo
NPWPD : 1 A

Tanggal Jatuh tempo H

L Berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang No stahun 2009 telah dilakukan penelitian dan/ atau pemeriksaan atau keterangan lain
atas pelaksanaan kewajiban : :

Kode Pajak : I I [ . l ] | | |
Nama Pajak — "
I Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut dra‘tas, penghltungan jumiah yang masth harus dIbayar adalah sebagai berikut :
1. Dasar pangenaan Jiot . Rpe
2. Pajakyang terutang ’ Rp.

3.  Kredit Pajak:
a. Kompensasi kelebihan dari’ tahun mﬁbelumnya Rp.

b.  Setoran yang dilakukan S . Rp.

c. Lain-lain L RP.

d. Jumlah Pajak yang dapat dnkredakm fm-b*-c) Rp.
4.  Jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak (2-3d) Rp.
5.  Sanksi Administratif : RS

a. Bunga . Rp

b. Kenalkan ~ s Rp.

c.  Jumlah sanksi administratif {a4b) .~ - Rp
6. Jumilah yang masih harus d'ibayar‘(4+5c')’ Vo ' Rp

Dengan hutuf

PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bandahm Pdnerimaan ( Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng)
dengan menggunakan surat setoran pajak daerah (SSPD)

2. Terlambat menyetor dari tanggal batas periyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku

: .. ..., tahun...
Kepa,la Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng

- : - Nip.
Gunting disini
' NO. KPDKBT ovvvevvvrerinno
TANDA TERIMA
NPWPD
Nama
Alamat
., Tahun...

Yang menerima




b. Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

' No. Urut

EMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG SKPDKBT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH M T T T T

PENDAPATAN DAERAH g . KURANG BAYAR TAMBAHAN)

KABUPATEN BULELENG © | Miasa pajak

JI. Ngurah Rai no. 2/ (0362) 3301977 Singaraja | Tahun

Nama

.Alamat S R

NPWPD : COCT T ;;-e.il L

Tanggal jatub tempo

I Berdasarkan Pasal 97 Undang—Undang No; 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan/ atau
pemeriksaan atau keterangan laln atas_pelaks.anaan kewajiban :
Kode Pajak : rrT 1L
Nama Pajak S

1. Dari pemeriksaan atau keterangan lam tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus
dibayar adalah sebagai berikut: ‘
1. Dasar pengenaan . Rp.
2. Pajak yang terutang R Rp.
3. Kredit Pajak:

a. Kompensasi kelebihan dari whun sebelumnya Rp.

b. Setoran yang dilakukan TE Rp.

c. Llain-lain A RP.

d. Jumlah Pajak yang dapat dfkredltkan (a+b+c) Rp.
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d) Rp.
5. Sanksi Administratif : :

a. Bunga - g_'" Rp.

b. Kenaikan sl Rp.

c. Jumlah sanksi administratif (a-l-b) Rp

6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5¢) Rp

' Dengan huruf ]

PERHATIAN
1. Harap penyetoran dilakukan metalui Brandahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kab. Buleleng déngan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
2. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesual dengan
peraturan daerah yang berlaku.

...................... 8 -1 V1, DO
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng

Nip.
<Gunting disini
- : No. SKPDKBT  ....cccvvvevennn
TANDA TERIMA
NPWPD
Nama
Alamat
.................... ,TahUn...ecnene




c. Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil

" PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG : o SKPDN No. Urut
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN | 7 (SURAT KETETAPAN PAJAK BABGINED . S G O
PENDAPATAN DAERAH Ty oo
KABUPATEN BULELENG o
JL. Ngurah Rai no. 2 / (0362) 3301977 singaraja

Nama
Alamat

NPWPD N | o+ 0 I T

I Berdasarkan Pasal...... Undang-Un@an‘g}ho. 28 tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau
keterangan lain atas pelaksanaan,%éwéj‘iban :
Ayat Pajak S I O 52 5 |
Nama Pajak 5

1. Dari pemeriksaan atau keterangan | lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus
dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan e Rp.
2. Pajak yang terutang R Rp.
3. Kredit Pajak g
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp.
b. Setoranyang dilakukan "% , Rp.
c. Lain-lain {iied Rp.
d. STP(pokok) e Rp.
e. Jumlah yang dapat d(kred&tkan (a+b+c+d) Rp.

4. Jumlah yang masih harus di.ib@_fyér (2-3e) ' Rp.Nihil

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng

Nip.
gunting disini
= N6..STPD ool il
' TANDA TERIMA
NPWPD
Nama
Alamat

vy TARUN v serrense
Yang menerima

BUPATI BULELENG,

ttd
PUTU AGUS SURADNYANA




LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN

BATUAN

PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

SSPD

(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)

| PENDAPATAN DAERAH Tahun
s ptiplisn g NSRS T B R L
JL. Ngurah Rai no. 2/ (0362) 3301977 singaraja
Nama :
Alamat : , ,
Jenis pemungutan ; i A
| NPWPD W TN R
Menyetor berdasarkan*) SKPD" . : STPD  []Lain-lain
SKPDT: -, |SPTPD
[ ] SKPDKB SK Pembetulan
L1 SKPDKBT SK Keberatan
: Masa Pajak b s TABAE s s o s
No. Nomor Pokok Sanksi adm/ Jumlah
Rekening Pajak Denda Rp.
: [ ~ Jumlah setoran pajak
Dengan huruf 5 |
Ruang untuk teraan oo Diterimaoleh, 0 | d.neiies s TABUN. il
Kas Register/ Petugas Tempat Pembayaran
Tanda Tangan | Tanggal Penyetoran
Petugas Penerima Tanda tangan
Namae terang oois sivpiidlent siadin B )

*) Beri tanda pada kotak [ | sesuai deggan ketetapan yang dimiliki

MODEL. DPD - 12

BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 30 TAHUN 2022
{TENTANG
.. TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
' MINERAL BUKAN LOGAM DAN

; 'BATUAN
. SKPDLB No. Urut
PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN . LEBIH BAYAR) Bl e
PENDAPATAN DAERAH | Masa pajak i
KABUPATEN BULELENG | Tahen e
J1. Ngurah Rai no. 2/(0362) 3301977 singaraja .
Alamat L '
NPWPD 0 o

Tanggal jatuh tempo @

1. Berdasarkan Pasal 165 Undang-Undang NQ 28 Ta.bun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas
pelaksanaan kewajiban : LT
Kode Pajak 4 E g ]] |
Nama Pajak 3
I Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut dlatas, penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang
dlbayar adalah sebagai berikut :
Dasar pengenaan : '_ " Rp.
2. Pajak yang terutang g Rp.
3. Kredit Pajak : : 79
a. Setoran yang dilakukan e Rp.
b. Lain-lain : RP.
c.  Dikurangi kompensasi kelebihan ketahuan (a+b-+c) Rp.
yang akan datang /hutang Pajak -
4. Jumlah kelebihan pembayaran. pokok P&Jak (3d-2) Rp.
5. Sanksi Administratif :
a. Bunga : Rp.
b. Kenaikan : Rp.
c. Jumlah sanksi administratif (a.+b) ’ Rp
6. Jumlah lebih bayar yang scharusnya tldak terutang (4+5¢) Rp
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